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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan
buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.
0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis
kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa
Indonesia. Kata-kara Arab yang sudah diserap ke dalam
bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus
Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai
berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam
sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf,
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi
dengan huruf latin.

Huruf Huruf
Arab Nama Latin Nama
| Alif | Tidak Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik
dibawah)
c Kha Kh ka dan ha
2 Dal D De

<



3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D) Ra r Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik
dibawah)
=R Dad d de (dengan titik
dibawah)
L Ta t te (dengan titik dibawah)
L Za z zet (dengan titik
dibawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik (diatas)
¢ Gain g ge
- Fa f ef
3 Qaf q ki
sl Kaf k ka
J Lam 1 el
2 Mim m em
o Nun n en
3 Wau w he
° Ha h Ha
s Hamzah ¢ apostrof
¢ Ya y ye

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, sepertti vokal bahasa
Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan
vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai
berikut:
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Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama
: Fathah a a
- Kasrah 1 1
2 Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harakat, transliterasinya berupa
gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin | Nama
LG Fathah dan ya ai adanu
3 Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- S kaifa
- J®»  haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda
sebagai berikut:

Huruf Huruf
Arab Nama Latin hama
...&... ) | Fathah dan alif a a dan garis
atau ya diatas
T Kasroh dan ya 1 1 dan garis
diatas
U Dammah dan il u dan garis
wau diatas
Contoh:
- J&  gala
- U5 yaqilu

D. Ta Marbutah
Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat

fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta
bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- Jub¥14s3)  raudah al-atfal/raudahtul atfal

- 533l 43adl  al-madinah al-munawwarah/al-

madinatul munawwarah

- 4alk talhah

. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau
tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

- 0¥ nazzala
- 5 al-birr
. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, yaitu dJ), namun dalam
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
“I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan
di depan dan sesuai dengan bunyinya.
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Baik diitkuti oleh huruf syamsiyah maupun
gamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

- dal ar-rajulu

- e-m‘ al-qalamu

- Guadd) asy-syamsu

S EX al-jalalu
G.Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun
hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah
dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal
kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Con‘EoI}:

-

- Al ta’khuzu
- syai’un
-85 an-nau’u
| inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun
huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang
penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan
dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

- CRBSN A sed A (g Wa innallaha lahuwa khair
ar-razigqin/  Wa  innallaha
lahuwa khairurazigin

- BliSagleliaa A aky Bismillahi  majreha  wa
mursaha
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I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital
tidak dikenal, dalam transliterasikan ini huruf tersebut
digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang
berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan
kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebu, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:
- Galad) G didaad) Alhamdu lillahi rabbi al-

’alamin/
Alhamdu lillahi rabbil’alamin
- el Gl Ar-rahmanir rahim/ Ar-rahman
ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya
berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap
demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:
S ST Allaahu gafiirun rahim
- ladad S50 A Lillahi al-amru

jamI’an/Lillahil-amru jam1’an
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ABSTRAK

Dwi  Maulidia Rakhma. Perbandingan regulasi
musyarakah Indonesia dengan Brunei Darussalam.
Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tarmidzi, M.S.I

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan
membandingkan efektivitas regulasi perbankan syariah antara
Indonesia dan Brunei Darussalam, dengan fokus pada
implementasi akad musyarakah. Sebagai dua negara dengan
populasi Muslim yang signifikan di Asia Tenggara, keduanya
mengadopsi model pendekatan hukum yang bertolak
belakang. Indonesia menerapkan sistem dual-banking dengan
kerangka tata kelola syariah desentralisasi pasca-UU P2SK
No.4 Tahun 2023 yang memisahkan otoritas regulasi (OJK dan
BI) dari lembaga fatwa (DSN-MUI). Sebaliknya, Brunei
Darussalam menerapkan sistem unified authority di bawah
Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) dan Syariah
Financial Supervisory Board (SFSB) yang mengikat fatwa
langsung sebagai hukum positif negara. Keberagaman model
ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perbedaan
struktur  kelembagaan, kekuatan hukum fatwa, asas
kebermazhaban, dan model peradilan memengaruhi efektivitas
komersial dan kepastian hukum produk musyarakah.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis
normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan
pendekatan perundangan-undangan dan perbandingan. Data
sekunder diperoleh melalui sturdi kepustakaan terhadap
regulasi primer perbankan syariah kedua negara, fatwa-fatwa,
serta literatur pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif,
membandingkan untuk meletakkan kekuatan dan kelemahan
dari masing-masing yurisdiksi dalam memfasilitasi instrumen
pembiayaan bagi hasil.

Hasil penelitian menunjukkan adanya trade-off yang
kontras di antara kedua yurisdiksi. Kerangka regulasi
Indonesia unggul dari segi efektivitas komersial. Adopsi asas
elektisistik  (kodifikasi  lintas mazhab) memberikan
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fleksibilitas tinggi bagi industri untuk memodifikasi produk
musyarakah kontemporer, namun lemah dari aspek efektivitas
normatif akibat potensi regulatory lag dan tidak adanya sanksi
hukum langsung pada fatwa DSN-MUI sebelum diubah
menjadi Peraturan OJK. Sebaliknya, Brunei Darussalam
sangat kuat dari aspek efektivitas normatif karena integrasi
satu atap bank sentral dan kepastian hukum absolut Mahkamah
Syariah (Chapter 168) yang memotong risiko dualisme
putusan. Tetapi demikian, efektivitas komersial Brunei
terhambat oleh rigiditas doktrin unimazhab (keterikatan kaku
pada Qaul Muktamad Mazhab Syafi’i) yang membatasi
inovasi produk bagi hasil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
unifikasi otoritas dan eksklusivitas peradilan di Brunei
memberikan kepastian hukum di Indonesia dan mendorong
pertumbuhan bisnis yang lebih dinamis.

Kata Kunci: Regulasi, Musyarakah, Perbandingan Hukum,
Indonesia, Brunei Darussalam
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ABSTRACT

Dwi Maulidia Rakhma. A Comparison of *Musyarakah*
Regulations in Indonesia and Brunei Darussalam.
Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, State Islamic
University (UIN) KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor: Tarmidzi, MSI.

This study aims to analyze and compare the
effectiveness of Islamic banking regulations between
Indonesia and Brunei Darussalam, focusing on the
implementation of musyarakah contracts. As two countries
with significant Muslim populations in Southeast Asia, both
adopt contrasting legal approaches. Indonesia implements a
dual-banking system with a decentralized sharia governance
framework following the enactment of Law No. 4 of 2023 on
the Sharia Financial Supervisory Agency (P2SK), which
separates regulatory authorities (OJK and BI) from fatwa
institutions (DSN-MUI). In contrast, Brunei Darussalam
implements a unified authority system under the Brunei
Darussalam Central Bank (BDCB) and the Sharia Financial
Supervisory Board (SFSB), which directly binds fatwas as
positive state law. This diversity of models raises questions
about the extent to which differences in institutional structures,
the legal force of fatwas, the principles of school of thought,
and judicial models influence the commercial effectiveness
and legal certainty of musyarakah products.

The research method used is normative juridical with
a comparative legal approach and a legislative and
comparative approach. Secondary data was obtained through
a literature review of primary Islamic banking regulations in
both countries, fatwas, and supporting literature. Qualitative
analysis was conducted, comparing the strengths and
weaknesses of each jurisdiction in facilitating profit-sharing
financing instruments.

The results of this study indicate a contrasting trade-
off between the two jurisdictions. Indonesia's regulatory
framework excels in terms of commercial effectiveness. The
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adoption of the eclectic principle (codification across schools
of thought) provides the industry with high flexibility to modify
contemporary musharakah products, but is weak in terms of
normative effectiveness due to potential regulatory lag and the
absence of direct legal sanctions in the DSN-MUI fatwas
before they are converted into OJK regulations. In contrast,
Brunei Darussalam is very strong in terms of normative
effectiveness due to the integration of a single central bank and
the absolute legal certainty of the Sharia Court (Chapter 168),
which mitigates the risk of dualistic rulings. However, Brunei's
commercial effectiveness is hampered by the rigidity of the
unimahab doctrine (a strict adherence to the Qaul Muktamad
of the Shafi'i School of Law), which limits innovation in profit-
sharing products. This study concludes that the unification of
authority and judicial exclusivity in Brunei provides legal
certainty in Indonesia and encourages more dynamic business
growth..

Keywords: Regulation, Musyarakah, Comparative Law,
Indonesia, Brunei Darussalam
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan syariah kini menjadi salah satu elemen
krusial dalam sistem keuangan dunia. Praktik keuangan
ini ditandai dengan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-
prinsip syariah, antara lain larangan terhadap riba
(bunga), gharar (ketidakpastian), serta dorongan untuk
menjalankan aktivitas yang berlandaskan nilai-nilai
etika.! Keuangan syariah juga telah menjadi salah satu
sistem keuangan syariah yang sudah berkembang pesat di
dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas
penduduknya adalah Muslim, di mana salah satu negara
yang mempunyai sistem keuangan syariah yang sudah
berkembang pesat yaitu negara seperti Indonesia dan
Brunei Darussalam. Seperti yang kita ketahui bahwa
pembiayaan dalam ranah keuangan syariah meliputi
beragam instrumen yang dibuat khusus untuk memenuhi
kebutuhan finansial individu dan bisnis sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah.? Salah satu instrumen pembiayaan
dalam keuangan syariah yang telah banyak digunakan
adalah pembiayaan Musyarakah. Dengan memahami
berbagai bentuk jenis pembiayaan lainnya, sehingga bisa
dilihat bahwa posisi dan peran Musyarakah dalam konteks
keuangan syariah lebih luas. Pembiayaan Musyarakah
merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan dua pihak

' Hurraiah Ali Hasan “Pertumbuhan Keuangan Syariah Di Asia
Tenggara : Tantang Dan Peluang Untuk  Indonesia” Jurnal Pilar: Jurnal
Kajian Islam Kontemporer, Vol 15, No. 2 Desember 2024 Hlm 185

2 Mansyur, M "Analisis Pembiayaan Syariah: Murabahab,
Musyarakah, ljarah, dan Qardh” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah,
Vol 8 No. 2 Tahun 2020 Hlm 123-135



atau lebih, ini dilakukan dengan masing-masing pihak
menyetorkan atau menyumbangkan modal untuk suatu
proyek usaha, dimana keuntungan maupun kerugian akan
dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati
sebelumnya.

Hukum Indonesia dalam UU No. 10 Tahun 1998
menjelaskan bahwa musyarakah ialah suatu pembiayaan
bagi hasil. Pembiayaan atau akad musyarakah ialah suatu
perjanjian kerja sama antara pihak yang menyediakan
dana atau modal akan mengalokasikan modal tersebut
kedalam suatu proyek atau usaha tertentu, kemudian
keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara para
pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama
saat penandatanganan kontrak. Musyarakah dipandang
sebagai instrumen yang adil karena menganut prinsip
profit and loss sharing (berbagi keuantungan dan
kerugian), yang dimana hal tersebut sejalan dengan
prinsip-prinsip syariah.

Secara prinsip Hukum Ekonomi Syariah diketahui
prinsip umum figh muamalah, yang mengatur tentang
kebolehan atas segala transaksi-transaksi bisnis agar
dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah
dalam usahanya, atau lebih dikenal dengan istilah dengan
kepatuhan syariah.> Di Indonesia telah diketahui
sebelumnya bahwa pembiayaan musyarakah telah
digunakan secara luas dalam berbagai prinsip-prinsip
syariah, seperti mudharabah, musyarakah, ijarah,
hiwalah, kafalah, rahn, gard, serta berbagai pembiayaan
lainnya. Berdasarkan hukum syariah yang menggunakan

3 Zulkifli “Perbandngan Perkembangan Prinsip Hukum Ekonomi
Syariah Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam” Journals of
Indonesian Multidisciplinary Research 2023, HIm 58



prinsip syariah yang mengatur, perlu adanya pengawasan
yang ketat terkait instansi yaitu termasuk pembiayaan
usaha kecil dan menengah (UMKM), pertanian, dan
proyek infrastruktur. Regulasi keuangan syariah di
Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan
juga DSN-MUI, yang memastikan bahwa semua produk
oleh layanan keuangan syariah wajib mematuhi prinsip-
prnsip syariah yang telah ditetapkan. Namun, tantangan
seperti kurangnya pemahaman masyarakat, komplesitas
regulasi dan persaingan dengan sistem keuangan
konvensional masih menjadi kendala saat ini dalam
pengembangan pembiayaan syariah yang salah satunya
adalah pembiayaan musyarakah. Indonesia dan Brunei
Darussalam  memiliki  potensi untuk mendorong
pertumbuhan pesat dalam perkembangan keuangan
syariah meskipun keduanya relatif memiliki saham yang
tergolong kecil, namun berbagai regulasi terkait
pembiayaan syariah telah banyak diterapkan dan
berkembang secara signifikan.*

Indonesia dan Brunei Darussalam, sebagai dua
negara dengan sistem keuangan syariah yang mapan
memiliki praktik dan juga regulasi yang beda dalam
menerapkan pembiayaan musyarakah, Indonesia dengan
jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki
pasar keuangan yang sangat besar, dan kompleks. Di
Indonesia, musyarakah diatur dalam Undang-Undang No.
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa
DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, namun masih
terdapat tantangan dalam harmonisasi antara regulasi

4 Muslikhin, Risma Ayu Kinanti, Ridan Muhtadi, Moh. Fudholi
“Pemeriksaan Empiris Pada Pengaruh Kinerja Sosial Profitabilitas Di
Bank Syariah” Jurnal Studi Keislaman, Vol.6 No.1 Juni 2020 Hlm 78



teknis (POJK) dan Fatwa Syariah. Data OJK pada tahun
2023 menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah
hanya berkontribusi 15% dari total pembiayaan syariah,
jauh di bawah Murabahah, yakni 65%. Hal ini
menandakan adanya kendala dalam implementasi
regulasi.

Sementara Brunei Darussalam, sebagai negara kecil
dengan penduduk yang homogen, memiliki sistem
keuangan syariah yang lebih terpusat dan diatur ketat oleh
pemerintah di bawah naungan Autoriti Monetari Brunei
Darussalam (AMBD) dan Islamic Banking ACT (2006),
pembiayaan musyarakah di Brunei Darussalam mencapai
35% dari total pembiayaan syariah (menurut sumber data
dan AMBD pada tahun 2023). Menunjukkan kegiatan
regulasi yang lebih sederhana dan terintegrasi. Akan
tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti
kurangnya fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan
usaha kecil. Perbedaan ini menciptakan konteks yang
menarik untuk membandingkan bagaimana kedua negara
tersebut menerapkan regulasi pembiayaan musyarakah
yang ada ke dalam kehidupan bermasyarakat. Meski
memiliki produk pembiayaan yang relevan, lembaga
keuangan syariah di Brunei Darussalam menghadapi
sejumlah tantangan. Salah satu masalah utama adalah
kurangnya pemahaman tentang pembiayaan syariah di
kalangan masyarakat, yang sering kali lebih akrab dengan
pembiayaan konvensional berbasis bunga.’

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan
dan dijelaskan diatas, maka peneliti berminat untuk

> Hanna Humaira, Muhibban, “Prinsip Syariah Pembiayaan Bagi
UKM Di Brunei Darussalam” Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol 1 No.
1 Januari 2025 Hlm 596



membandingkan regulasi pembiayaan musyarakah

Indonesia dengan Brunei Darussalam tersebut dengan

menyimpulkan  judul =~ Perbandingan  Regulasi

Pembiayaan Musyarakah Di Indonesia Dengan

Brunei Darussalam

Rumusan Masalah

1. Bagaimana  peraturan  regulasi  pembiayaan
musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan regulasi
pembiayaan musyarakah di Indonesia dan Brunei
Darussalam?

3. Bagaimana efektivitas Hukum hukum pembiayaan
musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam?

Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, peneliti
memperoleh tujuan proposal penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membandingkan regulasi
pembiayaan Musyarakah di Indonesia dan Brunei
Darussalam.

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan regulasi
pembiayaan musyarakah Indonesia dengan Brunei
Darussalam

3. Untuk menganalisis efektivitas Hukum pembiayaan
musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan akan
memberikan banyak manfaat, baik itu manfaat secara
teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun
kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian
bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu



manfaat ini akan mampu memberikan dampak pada

pengembangan ilmu pengetahuan yang akan diteliti

oleh penulis. Adapun manfaat Teoritis bagi penelitian
ini yaitu sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini intinya diharapkan dapat
memberikan atau menambahkan wawasan dan
khasanah keilmuan untuk kajian studi Hukum
Ekonomi Syariah. Khususnya dalam bidang
perbandingan regulasi antara negara Indonesia
dengan Brunei Darussalam tentang pembiayaan
Musyarakah.

b. Perbandingan regulasi tetang bagaimana regulasi
pembiayaan musyarakah diterapkan di Indonesia
dan Brunei Darussalam. Hal ini seperti
membandingkan cara dua negara tersebut
mengatur hal yang sama, dan melihat apa saja
persamaan atau perbedaannya dalam hukum Islam
di kedua negara tersebut.

. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merujuk pada keuntungan atau
nilai yang dapat diperoleh dari suatu penelitian atau
kajian yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

Dalam konteks peneltian, manfaat praktis mencakup

kontribusi yang dapat diberikan oleh hasil penelitian

terhadap pengembangan kebijakan praktik atau solusi
terhadap masalah yang dihadapi dalam masyarakat.

Manfaat ini sering kali diharapkan dapat memberikan

dampak positif bagi individu, kelompok atau institusi



yang terlibat serta meningkatkan pemahaman dan
penerapan teori dalam praktik.6

Penelitian hukum, manfaat praktis dapat berupa
rekomendasi kebijakan perbaikan regulasi, atau
peningkatan pemahaman masyarakat. Adapun manfaat
praktis bagi penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat
memberikan kontribusi bagi pemerintah, terutama
dalam hal penyusunan regulasi yang membahas
tentang pembiayaan musyarakah.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
kontribusi yang bermanfaat bagi para peneliti
ataupun bagi para praktis, dosen, akademisi pada
bidang studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya
dalam  bidang perbandingan = pembiayaan
musyarakah di kedua negara yaitu Indonesia dan
Brunei Darussalam.

E. Kerangka Teoritik
1. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
perbandingan dapat diartikan sebagai suatu bentuk
perbedaan. Pengertian perbandingan hukum adalah
ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari
hukum dari dua sistem hukum atau lebih dengan
menggunakan suatu metode perbandingan’. Teori
Perbandingan Hukum adalah studi membandingkan
berbagai sistem hukum untuk mencari persamaan dan
perbedaan, serta memahami fungsi dan makna hukum
itu sendiri dalam konteks yang berbeda. Untuk

® Supriyadi “Manfaat Praktis Penelitian Hukum Dalam
Pengembangan Kebijakan Publik” Jurnal Hukum dan Masyarakah, Vol 10,
Nol Tahun 2021 Hlm 15-30

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia



melakukan kajian terhadap regulasi pembiayaan
musyarakah antara Indonesia dan Brunei Darussalam,
penelitian ini menggunakan teori Zweigert dan Hein
Kotz. Perbandingan hukum bukan sekadar melihat
persamaan dan perbedaan di atas kertas, melainkan
memahami bagaimana sistem hukum yang berbeda
merespons permasalahan sosial dan ekonomi yang
sama®.  Menganalisis  regulasi ~ pembiayaan
musyarakah di kedua negara, difokuskan pada empat
indikator utama sebagai berikut:
a. Sumber hukum
Menganalisis dan membandingkan landasan
formal tata hukum yang mengatur perbankan
syariah, khususnya pembiayaan musyarakah,
baik yang bersumber dari hukum positif
(kodifikasi undang-undang) maupun dari otoritas
hukum Islam seperti fatwa ulama, fikih, atau
keputusan keagamaan, di Indonesia dan Brunei
Darussalam.
b. Lembaga Otoritas
Membandingkan struktur dan fungsi
kelembagaan yang mengatur serta mengawasi
jalannya industri perbankan syariah. Fokusnya
terletak pada pembagian antara sistem
multilegenda di Indonesia seperti OJK, BI, dan
DSN-MUI, dengan sistem satu atap (unified
authority) yang diterapkan oleh Brunei
Darussalam Central Bank dan Syariah Financial
Supervisory Board (SFSB).

8 Syarif Zakaria Said Wachidin, Nur Amalia Putri, Said
“Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat
dalam Rekonseptualisasi Judical Pardon” Megister Ilmu Hukum,
Universitas Airlangga Tahun 2022. Him 244



c. IsiRegulasi
Menelaah secara mendalam substansi, materi
muatan, ataupun teknis, serta batasan-batasan
hukum yang tertuang dalam kodifikasi aturan
mengenai akad musyarakah di kedua yurisdiksi.
d. Penyelesaian Sengketa
Membandingkan klausul dan jalur hukum yang
disediakan oleh regulasi masing-masing negara
apabila terjadi sengketa seperti wanprestasi atau
sengketa syariah antara pthak bank dan nasabah,
baik melalui jalur litigasi seperti Pengadilan
Agama di Indonesia, Pengadilan Syariah di
Brunei. Maupun non-litigasi.
2. Teori Akad Syariah
Dalam hukum Islam, penelitian ini berlandaskan pada
teori kad yang dikombinasikan dengan prinsip dasar
pembiayaan  musyarakah. Akad  musyarakah
merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan
ketentuan bahwa  keuntungan akan dibagi
berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian
ditanggung berdasarkan porsi kontribusi modal
sesuai kaidah fikih®. Teori ini digunakan sebagai tolak
ukur normatif untuk menguji apakah regulasi
perbankan syariah Indonesia dan Brunei Darussalam
telah mengakomodasi rukun dan syarat sah
musyarakah secara murni. Prinsip kemitraan yang
adil memerlukan kepastian hukum terkait:

° Sahudi “Akad-akad Transaksi Perbankan Syariah dalam Tinajuan
Studi Hadits” WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, Vol 8 No. 1 Tahun
2024. Him 143
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a. Porsi modal dan kepemilikan bersama

b. Hak dan kewajiban mitra dalam pengelolaan
usaha

c. Transparansi pembagian hasil usaha dan mitigasi
risiko kerugian

Melalui teori ini, efektivitas substansi regulasi diuji

agar tidak terjadi penyimpangan prinsip syariah,

seperti adanya pembiayaan yang  berlabel

musyarakah namun praktis membebankan seluruh

modal dan risiko hanya pada satu pihak.

Teor1 Efektivitas Hukum

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum

dari Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektif

atau tidaknya suatau hukum regulasi ditentukan oleh

lima faktor yang saling memengaruhi yaitu sebagai

berikut:

a. Faktor hukum

Menilai kualitas dari substansi peraturan perundang-

undangan itu sendiri. Dalam konteks ini, dilihat

apakah regulasi mengenai musyarakah di Indonesia

dan Brunei sudah jelas, konsisten, tidak tumpang

tindih, serta memberikan kepastian hukum yang kuat

bagi pelaku industri perbankan syariah.

b. Faktor penegak hukum

Menilai kesiapan, kapabilitas, pemahaman, dan

integritas dari aparat atau lembaga yang bertugas

menjalankan dan mengawasi regulasi tersebut.

Fokusnya mengarah pada peran OJK dan DSN-MUI

di Indonesia, serta BDCB di Brunei Darussalam

dalam mengawasi kepatuhan bank syariah.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Menelaah  ketersediaan  fasilitas  pendukung,

infrastruktur teknis, serta modalitas yang memadai
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untuk mendukung implementasi regulasi pembiayaan
musyarakah, termasuk sistem pencatatan kontrak,
teknologi pengawasan, dan ketersediaan sumber daya
manusia yang kompeten'©.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, tema penelitian

ini bukanlah satu-satunya. Adapun beberapa penelitian
sebelumnya yang mengangkat tema yang sama tentang
penelitian perbandingan regulasi pembiayaan musyarakah
Indonesia dengan brunei darussalam, yaitu sebagai
berikut:

1.

Artikel penelitian pada Jurnal Internasional
Conference On Accounting Studies (ICAS) Johor
Bahru, Malaysia, yang berjudul The Practice Of
determining margin of financing in sharia bank: A
case study in Indonesia and Brunei Darussalam.
Ditulis oleh Leny Nofianti, Andi Irfan, Tasriani pada
tahun 2023. Jurnal ini brtujuan untuk menjelaskan
praktik penetuan margin pembiayaan yang dilakukan
oleh perbankan syariah Indonesia dan Brunei
Darussalam dan untuk menganalisis apakah prkatik
tersebut sesuai dengan hukum islam. Studi ini
berfokus pada aspek-aspek praktik penetuan margin
pembiayaan yang dibayarkan oleh debitur, yang
dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia dan
Brunei Darussalam, studi ini juga berfokus pada
apakah prkatik penetuan margin pembiayaan yang
dilakukan oleh perbankan syariah di Indonesia dan
Brunei Darussalam sesuai dengan hukum islam.!!

10'Soerjono Soekanto “Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi”

"' Andi Irfan, Leny Nofiatin, Tasriani“The Practice Of

Determining Margin Of Financing In Sharia Bank: A Case Study In
Indonesia And Brunei Darusalam” Proceedinga Of The International
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Sedangkan pada penelitian skripsi ini berfokus pada
regulasi pembiayaan musyarakah dikedua negara
tersebut yaitu antara Indonesia dan Brunei
Darussalam. Meskipun begitu kedua penelitian
terdapat beberapa persamaan yaitu sama-sama
membandingkan sistem keuangan syariah di
Indonesia dan Brunei Darussalam, serta regulasi-
regulasi pembiayaan keuangan syariah dari kedua
negara tersebut.

2. Skripst yang ditulis oleh Firhan Oktavian Wijaya,
yang berjudul pengaruh kinerja sosial dan kinerja
pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah
(studi di bank syariah di Negara Indonesia, Malaysia,
dan Brunei Darussalam tahun 2013-2017) yang
ditulis pada tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan dan
berfokus pada ketidakkonsistenan hasil dari
bagaimana kinerja sosial dan kinerja pembiayaan
mempengaruhi  profitabilitas ~ bank  syariah.
Efektivitas pada penelitian skripsi ini yaitu dimana
pembiayaan bagi hasil (profit loss sharing) seperti
mudharabah dan musyarakah dianggap sebagai
produk unggulan dan pembeda utama bank syariah,
dan membandingkan di beberapa negara yaitu
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.!?
Sedangkan  pada  penelitian  skripsi  yang
membandingkan regulasi ini lebih berfokus pada satu
pembiayan saja yaitu musyarakah, dan pada

Conference On Accounting Studies (ICAS) 2015 17-20 August, Johor
Bahru,Johor, Malaysia, Universiti Utara Malaysia

12 Firhan Oktavian Wijaya, “Pengaruh Kinerja Sosial Dan Kinerja
Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank
Syariah Di Negara Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam Pada
Tahun 2013-2017)” Universitas Diponegoro, Semarang 2019.
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penelitian ini pula hanya fukus pada regulasi
pembiayaan musyarakah dari Indonesia dan Brunei
Darussalam, dalam hal ini peneliti ingin menganalisis
aturan aturan atau regulasi lalu menilai mana yang
lebih efektif dari kedua negara tersebut, dan pada
skripsi ini hanya fokus di dua negara saja yaitu
Indonesia dan Brunei Darussalam.

3. Artikel penelitian pada IQTISHADUNA: Jurnal
Ilmiah Ekonomi Kita  yang berjudul Impact
Musyarakah And Murabahah Financing On Real
Sector Growth In ASEAN Developing Caountries,
yang ditulis oleh Yudina Nurhaliza, Dwi Novita Sari,
Maisyahrani, Fuzna Bimin Hatin Nabila. Publish di
Jurnal [lmiah Ekonomi Kita Pada Tahun 2024. Jurnal
ini menganalisis apakah pembiayaan musyarakah dan
murabahah berdampak dalam memaksimalkan
pertumbuhan sektor riil di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei Darussalam. Data yang digunakan pada
penelitian ini yaitu menggunakan laporan dari
Otoritas Jasa Keuangan perbankan syariah, laporan
ekonomi dan keuangan, dan laporan [International
Monetary Fund (IMF), variabel yang digunakan
adalah pembiayaan musyarakah dan murabahah, dan
variabel dependen adalah pertumbbuhan sektor riil'3.
Sedangkan pada penelitian skripsi ini peneliti
menganalisis regulasi pembiayaan musyarakah di
Indonesia dan Brunei Darussalam, tentang bagaimana
perbedaan regulasi di kedua negara tersebut, dan
bagaimana pula ke efektivitasannya dalam menjalani

13 Yudina Nurhaliza, Dwi Novita Sari, Maisyahrani, Dkk,”Impact
Musyarakah And Murabahah Financing On Real Sector Growth Ini
ASEAN Developing Countries” Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 13 No.
1 Juni Tahun 2024.
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dan mematuhi regulasi atau peraturan-peraturan yang
ada.

4. Artikel penelitian pada Jurnal Al-Muftarifin: Islamic
Banking And Islamic Economic Journal Pada Tahun
2024, yang Berjudul Comparison Of Musyarakah
Mutanaqisah (MMQ) Regulatory Frame Work In
Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, yang ditulis
oleh Ahmad Umar Firmansyah, publish di. Penelitian
ini mengkaji kerangka regulasi Musyarakah
mutanaqisah (MMQ) di Indonesia, Malaysia, dan
Brunei  Darussalam, serta = membandingkan
implementasi dan tantangan yang dihadapi di ketiga
negara tersebut!®. Sedangkan pada penelitian skripsi
ini peneliti meneliti apa saja perbedaan regulasi di
Indonesia dan Brunei Darussalam dan bagaimana
efektivitas regulasi nya, dalam peneltian ini juga
peneliti meneliti pembiayaan musyarakah seacara
luas dan menyeluruh,sedangkan pada jurnal tersebut
hanya  membandingkan  karangka  regulasi
musyarakah mutaqisah yang dilakukan di tiga negara
yaiti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam.
Sedangkan skripsi ini hanya fokus ke dua negara
yaitu Indonesi dan Brunei Darussalam saja.
Meskipun begitu bisa dilihat bahwa kedua peneltian
ini terdapat beberapa persamaan yaitu yang pertama,
sama-sama meneliti tentang perbandingan regulasi,
yang kedua meneliti regulasi yang sama yang ada di
Indonesia yaitu Fatwa DSN-MUI dan POJK, dan di

4 Ahmad Umar Firmasyah, “Comparison Of Musyarakah
Mutaqisah (MMQ) Regulatory Framework In Indonesia. Malaysia, And
Brunei: Chllanges And Solutions”,Al-Mubhtarifin: Islamic Banking and
Islamic Economic Journal, Vol 3 No. 2. Islamic University of North
Suumatra, Tahun 2024
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Brunei menggunakan Majelis Ugama Islam Brunei
(MUIB).

Beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis
telusuri  sama-sama  mengangkat tema tentang
perbandingan regulasi pembiayaan musyarakah di
Indonesia dan Brunei Darussalam. Namun penelitian ini
memiliki kebaruan dengan penelitian sebelumnya yang
lebih menitikberatkan pada perbandingan regulasi
musyarakah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Selain
itu penelitian ini secara spesifik membandingkan
perbedaan regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia
dan Brunei Darussalam, serta bagaimana efektivitas nya
dalam pelaksanaan regulasi di negara nya masing-masing.
Sehingga memungkinkan kajian ini lebih mendalam
mengenai perbandingan regulasi pembiayaan musyarakah
di Indonesia dan Brunei Darussalam.

. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam
proses penyusunan skripsi. Oleh sebab itu, bagian ini akan
menguraikan beberapa metode penelitian yang relevan
dengan proposal penelitian yang diajukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif
merupakan penelitian yang dilakukan melalui kajian
bahan Pustaka (data sekunder). Yuridis normatif juga
merupakan pendekatan dalam studi hukum yang
menekankan pada analisis terhadap norma-norma
hukum yang tertulis dan berlaku dalam suatu sistem
hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian
peraturan perundang-undangan, doktrin dan prinsip-
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prinsip hukum yang ada.'> Dalam konteks ini, yuridis
normatif sering digunakan untuk menganalisis
peraturan perundang-undangan, serta dokumen
hukum lainnya untuk memberikan pemahaman yang
lebih baik tentang bagaimana hukum diatur dan
diterapkan. Pendekatan ini juga dapat digunakan
untuk membandingkan norma-norma hukum di
berbagai negara atau sistem hukum.!®
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan
dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan perbandingan. Adapun
penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-undangan adalah
pendekatan yang fokus dalam hal hukum, dan
pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan
menganalisis, seluruh undang-undang serta
peraturan yang berkaitan dengan aspek hukum,
khususnya regulasi hukum yang menjadi fokus
dalam penelitian ini.

b. Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan
pendekatan dengan cara membandingkan sistem
hukum dengan yang lainnya, untuk menemukan
unsur persamaan dan perbedaan sistem tersebut.
Pada penelitian nantinya akan dijelaskan bahwa
regulasi pembiayaan musyarakah di Indonesia
dan Brunei Darussalam memiliki beberapa
perbedaan dan persamaan. Di Indonesia,
pembiayaan musyarakah diatur oleh Otoritas

!5 Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian
Hukum Normatif Empiris,” (Yogyakarta : Pustakan  Pelajar, 2022) :34

16 Sari R, “Analisis Yuridis Normatif TerhadapKebajikan Hukum
Di Indonesia ““ Jurnal Ilmu Hukum, Vol 12 No. 2 Tahun 2020 Hlm 45-60
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Jasa Keuangan (OJK) dan mengikuti prinsip-
prinsip syariah yang ketat, termasuk pembagian
risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang
terlibat. Sementara itu, Brunei Darussalam
memiliki regulasi yang lebih terpusat, dengan
Autoriti Moneteri Brunei Darussalam sebagai
pengatur utama, yang juga menekankan prinsip
anti riba dan transparansi dalam transaksi.
3. Sumber Bahan Hukum
Sumber hukum yang akan digunakan pada

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1) Indonesia menggunakan sumber hukum
yaitu: Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan
musyarakah, Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-
MUI/X1/2008 tentang musyarakah
mutanaqisah (MMQ), UU No. 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan  Sektor Keuangan (P2SK),
pedoman produk pembiayaan musyarakah
perbankan syariah yang diterbitkan OJK.

2) Brunei Darussalam meliputi: Islamic
Banking Act (Chapter 168), Syariah
Finansial Supervisiory Board Act (Chapter
295), Syariah Finansial Supervisory Board
(SFSB), Autoriti  Monetari  Brunei
Darussalam (BDCB), Majelis Ugama Islam
Brunei (MUIB), Bank  Islam Brunei
Darussalam (BIBD).
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b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku hukum dan syariah tentang
regulasi pembiayaan musyarakabh,
perbandingan hukum.

2) Jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian,
kumpulan makalah seminar terkait topik
penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunankan
adalah studi pustaka (library research), ini
melibatkan:

a. Identifikasi dan Klasifikasi: Mengumpulkan dan
mengklasifikasi atau mengelompokkan seluruh
peraturan perundang-undangan, dokumen resmi,
serta literatur yang relevan dari Indonesia dan
Brunei Darussalam.

b. Mengkaji dan Pencatatan: Mengkaji dengan teliti
bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan
dan mencatat hal-hal penting yang relevan
dengan fokus pada perbandingan.

c. Mengunduh atau Memuat Dokumen:
Mengunduh dokumen resmi melalui situs web
resmi pemerntah atau lembaga terkait yang
terpecaya.

Metode Analisis Data

Analisis data atau bahan hukum dalam
penelitian ini yaitu dilakukan secara deskriprif-
komparatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi: mengidentifikssi peraturan
pembiayaan musyarakah di kedua negara
tersebut, yaitu Indonesia dan Brunei Darussalam.
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b. Deskripsi Sistem: mendeskripsikan secara detail
sistem regulasi pembiayaan musyarakah di
Indonesia dan Brunei Darussalam

c. Perbandingan Aspek: membandingkan aspek-
aspek kunci dari regulasi kedua negara, yang
dimana bisa dilihat dari segi dasar hukum,
lembaga, dan  pengawasannya. Untuk
menemukan persamaan dan perbedaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian mengenai
susunan pebahasan yang terdapat dalam proposal
penelitian. Berikut merupakan gambaran umum
pembahasan yang akan dibahas dalam proposal penelitian
ini.

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang
latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik,
penelitian yang relevan, metode penelitian serta
sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH. Dalam Bab ini akan diuraikann mulai
dari prinsip-prinsip dasar meliputi pengertian pembiayaan
musyarakah, dasar hukum pembiayaan musyarakah,
rukun dan syarat pembiayaan musyarakah, jenis-jenis
pembiayaan musyarakah serta tantangan dan peluang
dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah.

BAB IIIT REGULASI PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI
DARUSSALAM. Pada bab ini penulis akan membahas
kaitannya dengan regulasi kedua negara yang membahas
tentang pembiayaan musyarakah.

BAB IV PERBANDINGAN HUKUM SERTA
EFEKTIVITAS HUKUM PEMBIAYAAN
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MUSYARAKAH DI INDONESIA DAN BRUNEI
DARUSSALAM. Pada bab ini peneliti ingin membahas
tentang rumusan masalah yang isinya yaitu bagaimana
efektivitas regulasi tentang pembiayaan musyarakah di
negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dan
saran yang sesuai dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA. Kumpulan referensi atau
sumber informasi yang digunakan dalam penulisan suatu
karya, mencakup buku, jurnal, dan sumber-sumber
lainnya, yang mendukung argument atau temuan yang
disajikan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN. Bagian dari suatu
dokumen yang berisi materi tambahan, yakni dokumen
pendukung atau melengkapi isi utama penelitian ini.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada
bab sebelumnya mengenai perbandingan regulasi dan
keefektifan pembiayaan musyarakah di Indonesia dan
Brunei Darussalam, maka penelitian hukum ini
menarik kesimpulan. Regulasi di Indonesia melalui
kodifikasi OJK menerapkan prinsip eklektis yang
menyerap ijtthad kontemporer lintas mazhab,
sehingga menghasilkan teks hukum yang sangat
fleksibel dan adaptif terhadap modifikasi kontrak
modern seperti yang diakomodasi melalui Fatwa
DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan musyarakah dan dikembangkan secara
spesifik dalam Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-
MUI/X1/2008 tentang Musyarakah Mutanagisah.
Sebaliknya, regulasi Brunei Darussalam menerapkan
prinsip Unimazhab berdasarkan Section 13, Chapter
295, yang membatasi klausul kontrak secara kaku
pada gqoul muktamad mazhab syafi’l, sehingga
membatasi ruang bagi percampuran modal non-meter
kontemporer. Indonesia mengadopsi model otoritas
ganda yang memisahkan fungsi Bank Indonesia,
OJK, dan DSN-MUI, di mana fatwa syariah tidak
otomatis menjadi hukum positif sebelum dikodifikasi
ke dalam peraturan OJK, sebuah transformasi hukum
yang awalnya berakar dari UU No. 21 Tahun 2008
tentang perbankan syariah dan kini diperkuat serta
diperluas cakupan ekosistemnya melalui UU No. 4
Tahun 2023 tentang P2SK guna memitigasi risiko

123
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operasional dan perluasan pembiayaan. Sebaliknya,
Brunei Darussalam menetapkan model otoritas
tunggal di bawah Brunei Darussalam Central Bank
(BDCB). Fatwa yang diterbitkan oleh Syariah
Financial Supervisory Board (SFSB) berdasarkan
Chapter 295 otomatis memiliki kekuatan hukum
positif mengikat yang diperkuat oleh Chapter 168
(Syariah Courts Act) melalui jaminan eksklusivitas
forum peradilan Islam yang mutlak dari intervensi
pengadilan sekuler.

Brunei Darussalam sangat efektif secara hukum
karena sistemnya kompak dan satu komando.
Didukung oleh budaya masyarakatnya yang sangat
patuh pada aturan kerajaan, pembiayaan musyarakah
(bagi hasil) sukses berjalan dengan angka pengguna
yang tinggi (mencapai 35%). Di sisi lain, Indonesia
lebih efektif secara bisnis, namun secara penegakan
hukum masih kurang efektif. Hal ini terjadi karena
pembuatan aturan sering terlambat (slow respon),
wilayah pengawasan OJK terlalu luas hingga ke
daerah pelosok, serta masyarakat Indonesia masih
takut memikul risiko rugi bersama sehingga angka
pengguna musyarakah sangat rendah (hanya 15%).

B. Saran

1.

Bagi Otoritas Regulasi di Indonesia seperti OJK, BI,
dan DSN-MUI. Pemerintah dan otoritas terkait
disarankan untuk merumuskan mekanisme unifikasi
legilasi hukum ekonomi syariah yang lebih ringkas
pasca pemberlakuan UU P2SK 2023. Diperlukan
sebuah integrasi formal yang memungkinkan fatwa-
fatwa muamalah kontemporer dapat diadopsi menjadi
peraturan mikroprudensial secara instan. Langkah ini
sangat penting untuk mengeliminasi celah regulatory
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lag, sehingga perbankan syariah nasional memiliki
kepastian hukum yang cepat dalam merilis produk-
produk kemitraan modal yang dinamis.

Bagi otoritas regulasi di Brunei Darussalam seperti
BDCB,SFSB, dan MUIB, otoritas keuangan dan
peradilan Kesultanan Brunei Darussalam, disarankan
untuk membuka ruang kelenturan norma hukum
secara selektif di luar Mazhab Syafi’l melalui
optimalisasi metode maslahah mursalah, khusus
untuk klister hukum komersial. Amandemen tekstual
terhadap Section 13 Chapter 295 dan perluasan tafsir
dalam penanganan sengketa di bawah Chapter 168
sangat mendesak dilakukan agar draf kontrak
keuangan syariah di Brunei memiliki fleksibilitas
tinggi, mampu melahirkan variasi produk yang
kompetitif, serta mampu bersaing di kancah pasar
modal syariah internasional.
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